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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Tanpa disadari 

gaya hidup manusia dari segi skala, ruang lingkup, dan kompleksitas terus-

menerus bertransformasi akibat kemajuan teknologi yang selalu mempengaruhi 

cara manusia melakukan produksi. Fenomena yang disebut sebagai Revolusi 

Industri ini berlaku universal dengan didorong oleh kebutuhan manusia akan 

proses produksi yang efisien, mudah, dan murah. Sebagai hasil, cara manusia 

memproduksi akan selalu berubah.  

Dimulai dari Revolusi Industri pertama, yakni mekanisasi produksi dengan 

tenaga air dan uap, yang kemudian mempelopori produksi massal dan penemuan 

assembly line menggunakan energi listrik pada Revolusi Industri kedua. Revolusi 

Industri keempat yang terjadi saat ini mengembangkan teknologi komputer dan 

robot yang telah dihasilkan dalam Revolusi Industri ketiga, lalu menggabungkan 

penemuan tersebut dengan teknologi cyber dan otomatisasi.  

Revolusi Industri sebagaimana telah dijabarkan di atas senantiasa diikuti 

oleh revolusi di bidang-bidang lainnya, khususnya dalam bidang ekonomi yang 

mendesak para pelaku usaha supaya berinovasi guna memenuhi tuntutan pasar 

yang kian berkembang. Meski banyak pengusaha yang kesulitan mengadopsi atau 

bahkan menyangkal krusialnya Revolusi Industri keempat terhadap tren usaha, 

tidak sedikit pelaku bisnis memanfaatkan momentum ini sebagai peluang untuk 
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mengembangkan maupun menciptakan model bisnis baru. Salah satunya ialah 

model bisnis online marketplace. 

Online marketplace dapat diartikan sebagai pasar elektronik yang 

melaksanakan kegiatan jual-beli barang ataupun jasa dengan cara menghubungkan 

pelaku usaha dengan konsumen. Sebagai penghubung, Perusahaan Pengelola 

online marketplace (selanjutnya disebut Perusahaan Pengelola) mengedepankan 

kemudahan, kenyamanan, dan keamanan para pengguna dengan bertanggung 

jawab atas keamanan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Namun 

demikian, Perusahaan Pengelola tidak bertanggung jawab secara langsung atas 

barang dan jasa yang didagangkan oleh setiap pelaku usaha.  

Di Indonesia, perusahaan yang mengomando transformasi usaha online 

marketplace ialah Gojek (PT. Karya Anak Bangsa). Gojek menggunakan model 

usaha berbasis aplikasi seluler yang berprinsip untuk memberikan solusi 

pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari menggunakan teknologi. Produk 

yang membuka jalan suksesnya Gojek ialah Go-Ride, yakni layanan transportasi 

sepeda motor dengan biaya terjangkau yang menghubungkan pelanggannya 

dengan pengemudi.  

Sebagai perusahaan yang menyediakan layanan transportasi, Gojek sangat 

unik karena ia sendiri tidak memiliki satu pun alat transportasi; Gojek 

menjangkau pelanggannya melalui Mitra, yakni individu-individu yang memiliki 

kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat (untuk layanan Go-car) yang 

melaksanakan kegiatan antar-jemput barang dan/atau orang atas nama Gojek. Kini 
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produk yang ditawarkan Gojek telah berlipat ganda dengan adanya 20 jenis 

layanan lain. 

Akibat kesuksesannya, pada tahun 2019 Gojek telah bervaluasi USD 

10.000.000.000,- (sepuluh miliar Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 

142.000.000.000.000,- (seratus empat puluh dua trilliun rupiah), yakni 14 (empat 

belas) kali lipat dari maskapai Garuda Indonesia yang berada di angka Rp. 

11.070.000.000,- (sebelas miliar tujuh puluh juta rupiah)
1
, berkontribusi sebesar 

Rp. 55.000.000.000.000,- (lima puluh lima triliun rupiah) terhadap perekonomian 

di Indonesia
2
, dan menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 2.000.000 (dua juta) 

keluarga
3
. Keberhasilan Gojek memancing tren bagi pelaku usaha lainnya untuk 

mengintegrasikan sistem online marketplace ke dalam usaha-usaha, dan kemudian 

melahirkan Perusahaan Pengelola di bidang tenaga kerja. 

Hubungan kerja via Perusahaan Pengelola ini menjadi pilihan yang 

menjanjikan bagi pemberi kerja maupun pekerja karena menawarkan fleksibilitas 

yang tinggi kepada kedua belah pihak, di antaranya: 

1. Fleksibilitas ketenagakerjaan, di mana terjadi perubahan penggunaan 

pekerja dengan variasi jam pekerjaan atau jumlah pekerja; 

2. Fleksibilitas upah, yang membuat sistem kompensasi yang responsif 

terhadap perubahan tekanan persaingan dan kemampuan perusahaan; 

                                                 

1
Fika Nurul Ulya, “Valuasi Gojek Lebih Besar dari Garuda, Ini Sebabnya”, 

https://money.kompas.com/read/2019/08/14/070308926/valuasi-gojek-lebih-besar-dari-garuda-ini-

sebabnya?page=all, diakses pada 20 Desember 2019. 
2
Data pada tahun 2018 menurut Riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Indonesia (LD FEB UI) dikutip dari Yunis Astutik, “Riset: Gojek Berkontribusi RP. 

55 T bagi Ekonomi Indonesia”, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190813132536-37-

91647/riset-gojek-berkontribusi-rp-55-t-bagi-ekonomi-indonesia diakses pada 20 Desember 2019. 
3
Data lapangan pekerjaan yang diciptakan Gojek per Maret 2019 disampaikan oleh Chief 

Executive Officer Gojek dikutip dari Anggun P. Situmorang, “Per Maret 2019, GO-JEK Buka 2 

Juta Lapangan Kerja”, https://www.merdeka.com/uang/per-maret-2019-go-jek-buka-2-juta-

lapangan-kerja.html diakses pada 20 Desember 2019. 

https://money.kompas.com/read/2019/08/14/070308926/valuasi-gojek-lebih-besar-dari-garuda-ini-sebabnya?page=all
https://money.kompas.com/read/2019/08/14/070308926/valuasi-gojek-lebih-besar-dari-garuda-ini-sebabnya?page=all
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190813132536-37-91647/riset-gojek-berkontribusi-rp-55-t-bagi-ekonomi-indonesia
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190813132536-37-91647/riset-gojek-berkontribusi-rp-55-t-bagi-ekonomi-indonesia
https://www.merdeka.com/uang/per-maret-2019-go-jek-buka-2-juta-lapangan-kerja.html
https://www.merdeka.com/uang/per-maret-2019-go-jek-buka-2-juta-lapangan-kerja.html
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3. Fleksibilitas fungsional, dengan adanya kemudahan menggeser pekerja ke 

pekerjaan-pekerjaan lain untuk merespons permintaan konsumen dan 

keperluan produksi; dan 

4. Fleksibilitas prosedural, sehingga terdapat keluwesan dalam metode 

perubahan sistem produksi, teknologi, dan organisasi kerja.
4
 

 

Hubungan kerja dalam online marketplace sangat menguntungkan bagi 

pekerja secara khusus, diantaranya karena: 

1. Pekerja tidak perlu senantiasa mencari pemberi kerja, sebab Perusahaan 

Pengelola yang berperan sebagai penghubung akan mencarikannya; dan 

2. Pekerja tidak terikat dalam jam kerja yang kaku sehingga ia dapat bekerja 

di beberapa perusahaan sekaligus. Dengan demikian, pekerja 

berkesempatan untuk memperoleh lebih banyak penghasilan. 

Di balik kemudahan-kemudahan yang ditawarkan online marketplace, 

masih menjadi perdebatan apakah hubungan kerja yang terjadi melalui Perusahaan 

Pengelola memenuhi unsur-unsur hubungan kerja menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) yang 

direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(selanjutnya disebut UUCK). Ketidakjelasan ini dikuatkan oleh hasil kajian 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UUK, yang menyebutkan 

bahwa hanya 30% (tiga puluh persen) dari hubungan kerja di Indonesia terjangkau 

                                                 

4
Christina NM Tobing, “Rekonstruksi Perjanjian Kerja Harian Lepas Dalam Hukum 

Ketenagakerjaan Berbasis Keadilan”, Disertasi, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017, 

hlm. 224. 
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oleh UUK
5
; berarti 70% (tujuh puluh persen) hubungan kerja di luar lingkup 

ketentuan UUK atau tidak ada kepastian hubungan kerja.  

Pekerja sebagai stakeholder yang paling rentan dalam hubungan kerja 

sangat dirugikan dengan pola hubungan kerja yang tidak pasti; hilangnya jenjang 

karir yang membuat pekerja lebih bersemangat untuk bekerja serta pekerjaan yang 

menjanjikan untuk kehidupan yang lebih baik, bahkan tidak ada jaminan sosial 

kesehatan dan ketenagakerjaan. Belum lagi upah yang diberikan biasanya 

merupakan upah minimum tahun berjalan yang hanya cukup untuk hidup layak 

seorang lajang.
6
  

Tidak adanya kepastian mengenai hubungan kerja via online marketplace 

dalam lingkungan Hukum Ketenagakerjaan juga menimbulkan keburaman 

mengenai bentuk pertanggungjawaban antara para pihak apabila terdapat 

perselisihan ataupun kesalahan yang dilakukan salah satu pihak dalam hubungan 

hukum tersebut. Adanya 3 (tiga) pihak terkait hubungan hukum dalam sistem 

online marketplace, yakni hubungan antara Perusahaan Pengelola dengan pekerja, 

Perusahaan Pengelola dengan pemberi kerja, dan pemberi kerja dengan pekerja 

akan menimbulkan bentuk pertanggungjawaban hukum yang berbeda pula jika 

dibandingkan dengan sistem ketenagakerjaan pada umumnya.  

Terlebih lagi, permasalahan akan timbul apabila pekerja tersebut tidak 

mengerjakan atau tidak mampu melakukan pekerjaan yang kemudian dapat 

                                                 

5
Hasil Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dikutip dari Willy Farianto, Pola 

Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan, 

(Jakarta: Sinar Grafika), hlm.5. 
6
Christina NM Tobing, Op.cit., hlm. 226. 
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merugikan pihak pemberi kerja maupun pihak lain. Sebaliknya, jika pihak 

pemberi kerja tidak membayarkan upah atau memberikan perintah yang tidak 

sesuai dengan yang dijanjikan Perusahaan Pengelola terhadap pekerja.  

Simpang siur mengenai bentuk hubungan kerja berbasis online 

marketplace yang mengakibatkan kekaburan pola tanggung jawab Perusahaan 

Pengelola terhadap pekerja maupun terhadap pemberi kerja jika terjadi 

perselisihan membuat penulis memandang perlu untuk meneliti topik ini. 

Penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul, “Pertanggungjawaban 

Hukum Perusahaan Pengelola Online Marketplace terhadap Tenaga Kerja dan 

Pemberi Kerja (Studi Kasus pada PT. Cerah Edukasi Bangsa)”. Penulis 

menetapkan salah satu Perusahaan Pengelola online marketplace yang aktif yakni 

PT. Cerah Edukasi Bangsa. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum PT. Cerah Edukasi Bangsa 

terhadap pekerja apabila pekerja tidak memperoleh hak-haknya dari 

pemberi kerja sesuai dengan yang dijanjikan? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum PT. Cerah Edukasi Bangsa 

terhadap pemberi kerja apabila pekerja tidak mengerjakan atau tidak 

mampu mengerjakan pekerjaan yang dijanjikan kepada pemberi kerja 

sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemberi kerja? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mencapai hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam online marketplace 

sehingga dapat diketahui pertanggungjawaban hukum PT. Cerah Edukasi 

Bangsa terhadap pekerja dalam hal pekerja tidak memperoleh hak-haknya 

dari pemberi kerja sesuai dengan yang dijanjikan. 

2. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam online marketplace 

sehingga dapat diketahui pertanggungjawaban hukum PT. Cerah Edukasi 

Bangsa terhadap pemberi kerja dalam hal pekerja tidak mengerjakan atau 

tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang kepada pemberi kerja sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi pemberi kerja. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis. 

a. Memberikan sumbangsih wawasan baru dalam Ilmu Hukum, 

khususnya  dalam Hukum Ketenagakerjaan yaitu bentuk hubungan 

hukum dalam online marketplace. 

b. Memperkaya penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum 

Perusahaan Pengelola dalam online marketplace dari perspektif 

Hukum Ketenagakerjaan. 
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2. Manfaat Praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

perbandingan bagi para stakeholder guna menyelesaikan persoalan 

mengenai hubungan kerja dalam online marketplace dari sudut pandang 

ketenagakerjaan. 

a. Bagi pekerja dan pemberi kerja, untuk membekali pengetahuan atas 

hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam berhubungan dengan 

Perusahaan Pengelola. 

b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi dan meningkatkan 

pemahaman tentang tanggung jawab hukum Perusahaan Pengelola 

berhubungan dengan kegiatannya melaksanakan usaha dalam online 

marketplace. 

c. Bagi pemerintah, untuk digunakan sebagai bahan referensi dalam 

merancang peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan 

berkaitan dengan online marketplace sehingga meminimalisir 

timbulnya kekosongan maupun kesenjangan antara hukum in abstracto 

dengan realita bekerjanya hukum dalam masyarakat.  

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hasil penelitian skripsi ini akan dibagi dalam 

beberapa bagian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari Tinjauan Teori dan Tinjauan 

Konseptual. 

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis 

Pendekatan, Jenis Data, Cara Perolehan Data, dan Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

terdiri dari Hasil Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

. 

 

 

 

 

 

 


